
REFLEKSI ANTIKORUPSI 2022



URGENSI PEMBAHASAN

• Beberapa negara anggota G20 adalah pusat perkembangan
ekonomi dunia sekaligus salah satu pusat keuangan yang 
kotor

• Momentum antikorupsi tidak terbahas mendalam à masih
banyak perusahaan cangkang dan enabler aliran keuangan
gelap di dunia

• Keterlibatan masyarakat sipil dalam G20 sangat minim 
cenderung tidak ada

• Apakah G20 forum eksklusif yang hanya bersifat seremonial? 
à upaya kampanye Transparency International terkait
kleptokrasi tidak diizinkan



URGENSI PEMBAHASAN

• Keterbukaan informasi dan kebijakan di sektor publik maupun di 
sektor swasta bisa meminimalisir peluang terjadinya korupsi. 

• Transparansi sektor swasta memiliki pengaruh yang lebih besar
terhadap arus masuk FDI (Foreign Direct Investment) ke negara-
negara berkembang dibandingkan dengan transparansi di sektor
publik

• Pencegahan tindak pidana korupsi korporasi juga telah menjadi
bagian dari perjanjian internasional United Nation Convention 
Againts Corruption (UNCAC) dan G20 High Level Principles on 
Private Sector Transparency and Integrity tahun 2015



CONTOH NYATA MENGAPA TRANSPARANSI DAN INTEGRITAS
KORPORASI DIPERLUKAN

Korupsi Ekspor Benur Eks Menteri KKP

Korupsi Izin Ekspor CPO

Suap Lahan Sawit – Surya Darmadi



HIGHLIGHT ISU

Integrity on Privatization 
and Public Partnership

Conflict of Interest Political Donation 
& Lobbying

Revolving Door



HIGHLIGHT DARI ACWG G20 
PRESIDENSI INDONESIA 2022

ACWG G20 Presidensi
Indonesia tidak membahas

korupsi swasta, baik mengenai
transparansi pemilik manfaat

akhir maupun transparansi dan 
integritas korporasi

Dalam acara C20– G20 
National Policy Dialogue, 
27 Juli 2022 
menyampaikan ACWG 
G20 akan mendiskusikan
rekomendasi ACWG C20 
terkait BOT. Pemerintah
pun berkomitmen untuk
memenuhi standar
internasional, contoh: 
FATF. Indonesia adalah
satu-satunya negara G20 
yang belum menjadi
anggota FATF.

Chair ACWG G20 juga menegaskan
bahwa G20 tidak membahas secara
eksplisit transparansi dan integritas

korporasi. Isu tersebut menjadi salah 
satu prioritas pencegahan korupsi

karena sudah menjadi perbincangan
sejak ACWG G20 2014. 



CORPORATE TRANSPARENCY & INTEGRITY

Lesson Learned dari Indonesia– Riset Transparency International Indonesia:
• Transparency in Corporate Reporting (TRAC) tahun 2018: hanya 51/95 

perusahaan pengembang pembangkit listrik tidak memiliki aturan terkait
antikorupsi (22%)

• Transparency in Corporate Reporting (TRAC) tahun 2018: hanya 17/95 
perusahaan pengembang pembangkit listrik memiliki aturan terkait donasi politik

• Corporate Political Engagement Index (CPEI) tahun 2021: 0 Perusahaan 
Pengelola PLTU memiliki regulasi terkait revolving door

• 40/90 Perusahaan Pengelola PLTU memiliki Politically Exposed Persons yang 
tersebar dalam jajaran komisaris dan direksi

• Kasus suap yang melibatkan pejabat PLN



• Transparansi pemilik manfaaat akhir (Beneficial 
Ownership) merupakan info penting untuk
melihat celah korupsi

• High Level Principles dalam G20 tahun 2014 
• 81 yurisdiksi memiliki aturan terkait

pengungkapan Beneficial Ownership (Tax 
Justice Network, 2020)

Lesson learned dari Indonesia
• Indonesia memiliki Beneficial Ownership registry 

yang dapat diakses oleh publik sejak Juli 2022 
à verifikasi data menjadi tugas selanjutnya

• Tingkat kepatuhan pelaporan BOT oleh 
perusahaan masih terbilang rendah (kurang
lebih 28%)

BENEFICIAL OWNERSHIP TRANSPARENCY (BOT)



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mengawal dan mengawasi
komitmen ini, walaupun tidak termasuk salah satu isu prioritas dalam G20 
Presidensi Indonesia 2022 yang telah dilaksanakan di Bali. 

2. Agenda antikorupsi perlu dipertegas kembali untuk mengakselerasi
pemulihan global pasca pandemi Covid-19

3. Masyarakat sipil perlu menyampaikan, mengadopsi, dan mengawal
rekomendasi yang telah disampaikan oleh ACWG C20 Presidensi Indonesia 
untuk menjadi isu prioritas pada ACWG C20 India 2023 mendatang




